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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5698); 

4. Undang-Undang · Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4937); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

13. Surat Edaran Komisi Pemberantasan. Korupsi Nomor SE- 
08/01/10 /2016 tentang Petunjuk Te~~i~Pe~~mp~~-- -~ - 
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan~e~~e'i{~!r,wg~E] <Afi 

14. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau bto · '::N'o&~~-T-ahu~+-1-- 
2019 ten tang Reformasi Birokrasi d " {&gakan-DisiplinJ_ 
Aparatur Sipil Negara di Lingkung 1 .!~e"nie~-Daer-ah+...a.-wr.1--11 
Kabupaten Pulau Morotai (Berita Da 

1 
ab'\1,..ua1 _u;;.J,..'--il,--~'~f---"'~--11 
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ASSISTEN !II 

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 
kepada KPK. 
Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara 
kepada pu blik. 
Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk N81 ~~!t]f­ 
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instanJ ~ N/\KIL BUPATI 
Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunju 20 ~-; ti:i.stan-=-:,-s-1 -+=-=-,,...c 

mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit k -- 

11. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pulau 
Morotai. 

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pulau Morotai yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya 
disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau 
bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta 
kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data 
lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 

9. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk 
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 

10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan 
LHKPN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

M netapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGOARA NEGARA DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAI. 

MEMUTUSKAN: 
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Pasa14 
(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan 

secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal l Januari sampai dengan 31 Desember. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

Pasal3 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat : 
a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali 

menjabat; 
b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 

berakhirnya masa jabatan a tau pensiun a tau; 
c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
pengangkatan pertama /pengangkatan kembali /berakhirnya jabatan 
sebagai Penyelenggara Negara. 

BAB III 
PENY AMPAIAN LHKPN 

Pasal2 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari: 
a. Bupati Pulau Morotai; 
b. Wakil Bupati Pulau Morotai; 
c. Pejabat Struktural Eselon II dan III; 
d. Bendahara; 
e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
f. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); 
g. Pejabat Fungsional Auditor; 
h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di 

Daerah (P2UPD); 

BAB II 
WAJIB LAPOR 
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Pasal 6 
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola 

LHKPN. 
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 
a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai; 
b. Wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Pulau 

Morotai; 
c. Wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKD/BKP SDM 

Kabupaten Pulau Morotai; 
d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi 

Kabupaten Pulau Morotai sebagai Admin Instansi. 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas se bagai beriku t: 
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring 

dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan 
dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi 
e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id. 

b. Administrator bertugas untuk: 
1) Menyampaikan data kepegawaian dan data peru bahan jabatan 

Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap 
tahun; 

2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada 
angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 

3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Pulau 
Morotai untuk mematuhi kewajiban peI_!Y~R~n,__dan. 
pengumuman LHKPN; ·r~·!O.·-- PEJABAT ~L-p..u,_,HI 

4) Memiliki peran membuat akun admin nit J(etja~UMela .ukan:­ 
verifikasi pendaftaran wajib lapor baru fl U:~dra:te peru ahanl'-- -·-r-, 
data wajib lapor. 3 AS$_!~TEN ~' __ -i--11-4111(--;1 

1 4 AS .. tS1EN II I - , 

ti AS~~TEN-~:__..~--l_ 
t(.\£3AG H~~ · ; - __ ___...... ; 

.' I . ~ 

BAB IV 
PENGELOLA LHKPN 

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
KPK yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama; 
b. jabatan; 
c. instansi; 
d. tempat dan tanggal lahir; 
e. a1amat; 
f. identitas istri atau suami; 
g. identitas anak; 
h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki; 
i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; 
j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; 
k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan 
I. surat pernyataan. 
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Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Pera lr"-n-··---u·~ Pu au 
Morotai Nornor 62 Tahun 2017 tcntang Larb,ra;n Hatta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di lingkungan Pernerintah Kabupaten Pulau Morotai 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

PEJABAT NO 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dirnaksud dalam Pasal Br apabila 
pad a batas waktu yang tel ah ditentukan ya~ xbersangkutan tidak 
melaksanakannya. 

Pasal 9 

BAB VI 
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI 

Pasal8 
(I) Pen) elenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak 

menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 diberikan 
sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nornor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari: 
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

dan/atau 
b. Pembebasan dari jabatan. 

(3) Disamping sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak rnenyampaikan 
LHKPN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan juga 
sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKO) selarna 3 (tiga) 
bulan. 

(4) Terlarnbat rnemasukkan LHKPN dianggap rnengundurkan diri dari 
jabatan. 

BABV 
SANKS I 

Pasnl7 
( 1) PD dibcnruk Adm in Unit Korja Pcngelola Aplikasi e-LHKPN. 
(2) Adrnin Unit Kerju P mgelola LHl<PN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud 

pndn nyn: ( 1) bertugns: 
a. membuat akun P myclenggara Ncgara/Wajib LHKPN; 
b. m ·mbunt/updntc daftar wnjib Japor; 
c. mclnkuknn p mdnmpingnn pengiaian/c-filling: 
d, m .monitor pelaporan LHKPN dimaaing-rnasing OPD/Unit Kerja 

untuk sclnnjutnyn disnmpaikan kepada Adrnin Instansi. 
(3) Adrnin Unit Kcrja Pengelola aplikasi c-LHKPN di masing-rnasing 

PD/unit kerja scbagairnana dimaksud dalam ayat (.1) ditetapkan 
ct ngan I putusnn Kepala OPD. [disesuaikan dengan petunjuk teknis 
pembuntan akun pada web clhkpn@kpk.go.id). 
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BERi A DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 41 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAI, 

~,..~~E 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 3 0 DEC 2019 

U MOROTA1, 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Pulau 
Morotat. 

Pasal 11 


